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lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Dogiyai; 

  c.  bahwa dengan adanya mutasi dan promosi 

jabatan struktural di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, maka perlu 

dilakukan pergantian dan perubahan kedua atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Dogiyai tentang Pembentukan Tim Reformasi 

Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c , perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Dogiyai tentang Perubahan Kedua atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Dogiyai Nomor 14/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-

Kab/VI/2021 Tentang Pembentukan Tim 

Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 

2022; 

    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan  Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); 

  2.  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025; 

  3.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
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Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

  4.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

  5.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

  6.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi  dan  Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

  7.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan 

Umum Tahun 2020-2024; 

  8

. 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
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  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM  KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 14/HK.03.1-

Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022 

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Dogiyai , yang terdiri dari: 

1. Tim Pengarah; 

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: 

a. Tim Manajemen Perubahan; 

b. Tim Penataan Peraturan 

Perundangan/Deregulasi Kebijakan; 

c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; 

d. Tim Penataan Tata Laksana; 

e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya 

Manusia; 

f. Tim Penguatan Akuntabilitas; 

g. Tim Pengawasan;  

h. Tim Pelayanan Publik;  

3. Tim Agen Perubahan. 

KEDUA : Susunan Perubahan keanggotaan Tim Reformasi 

Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

keputusan ini. 

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya  tim-tim diatas perlu 

melakukan koordinasi internal maupun external 
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